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Pendahuluan 
Dua belas tahun sudah Reformasi digulirkan di negeri kita tercinta,  berbagai 
peristiwa yang merupakan konsekuensi pemenuhan agenda reformasi silih berganti mengisi 
panggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Harapan besar terhadap perubahan yang 
lebih baik telah disandarkan bangsa ini kepada “era Reformasi”. Seluruh komponen bangsa 
di tahun 1998 bahu membahu menumbangkan rezim Orde Baru untuk satu tekad yaitu 
mendapatkan kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang lebih baik. 
Agenda reformasi 1998 mengamanatkan beberapa hal mendasar di antaranya adalah 
mengadili KKN Soeharto, keluarga, dan kroni;  mengadili pelanggaran HAM berat; mencabut 
dwifungsi ABRI dan praktiknya di politik, bisnis, dan teritorial; penegakan supremasi hukum; 
serta amandemen terhadap UUD 1945 agar menjadi konstitusi yang demokratis2. 
Namun mewujudkan harapan besar rakyat melalui Reformasi bukanlah hal mudah, 
setidaknya sampai saat ini belenggu kemiskinan masih melilit bangsa. Potret kemiskinan di 
kota-kota besar ditandai dengan menjamurnya rumah-rumah semi permanen di bantaran 
sungai dan sisi rel kereta api, banyaknya anak jalanan, pengemis dan gelandangan. 
Sementara di pedesaan,  kemiskinan ditunjukkan dengan keterbatasan infrastruktur, 
rendahnya akses pendidikan dan informasi, serta semakin banyaknya generasi muda yang 
memilih bekerja sebagai buruh migran di negara-negara tetangga. Definisi kemiskinan 
maupun parameter yang digunakan untuk menentukan miskin tidaknya seseorang, 
seringkali berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini tidak lain disebabkan oleh titik pijak 
yang berbeda, sebagai misal angka kemiskinan versi BPS akan berbeda dengan versi World 
Bank. Di tingkat tataran mikro, secara ekstrim dapat digambarkan bahwa miskin tidaknya 
seseorang ditentukan oleh Surat Keterangan Miskin dari Ketua RT. Angka kemiskinan di 
Indonesia berdasarkan catatan BPS pada tahun 2010 masih cukup tinggi yaitu di kisaran 
                                                            
   1 Penulis adalah Guru Besar dan Rektor IAIN Sunan Ampel. Menyelesaikan Program S1 pada Fakultas 
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angka 14 persen3. Pencapaian pada angka tersebut selain melalui berbagai program 
nasional (seperti PNPM Mandiri, pemberian BLT, jaminan kesehatan bagi orang miskin, dll) 
juga tidak terlepas dari peran lembaga internasional PBB melalui Millenium Development 
Goals (MDGs) yang berisikan strategi mengurangi kemiskinan hingga periode tahun 20154.  
Selain kemiskinan, maraknya praktek korupsi di berbagai lini, dapat dilihat mulai dari 
pengurusan KTP di Kelurahan, calo di berbagai layanan publik, uang suap untuk meloloskan 
perijinan, manipulasi pajak ataupun mengawal perkara di dunia peradilan. Fenomena 
korupsi di Indonesia yang berada di angka 2,85 di tahun 2009 didasarkan pada data Indeks 
Persepsi Korupsi (IPK)6 dari Transparansi Internasional, cukuplah untuk menunjukkan 
betapa tingginya praktek korupsi yang sedang terjadi. Peringkat Indonesia tersebut sudah 
mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu ke peringkat ke-5 dari 10 
negara ASEAN, tapi  Indonesia masih berada di bawah Singapura (9,2); Brunei (5,5);  
Malaysia (4,5); dan Thailand (3,4). Di tingkat dunia Indonesia menempati urutan ke-111 dari 
180 negara, berada dalam kelompok yang sama dengan Aljazair, Djibouti, Mesir, Mali, 
Kepulauan Solomon, dan Togo7. Sementara lembaga survey lain yaitu Political & Economic 
Risk Consultance (PERC) yang berbasis di Hongkong pada tanggal 8 Maret 2010 merilis 
bahwa Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 negara di Asia Pasifik yang 
menjadi tujuan investasi pelaku bisnis8. Namun yang perlu diwaspadai menurut Amien Rais 
justru korupsi yang super destruktif dan berskala negara (state capture corruption), yaitu 
suatu bentuk korupsi yang dilaksanakan oleh negara, di mana negara tunduk sepenuhnya 
pada kekuatan korporasi asing9.  
Mengapa Reformasi belum menuju arah yang diharapkan bahkan kebablasan? 
                                                            
3http://nasional.kompas.com/read/2010/03/09/02323937/Indonesia.Patok.Angka.Kemiskinan.
5.Persen/27-06-10; Lihat http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/06/22/57638/Mentri-
Koperasi-2014-Angka-Kemiskinan-Turun-8/27-06-10 
4 Sachs, Jeffrey D. 2005.The End of Poverty : Economic Possibilities for Our Time. New York, 
London, Penguin Books, h : 266. 
5 IPK berskala dari 0 (paling tidak korup) sampai dengan 10 (paling korup); Lihat Seymour 
Martin Lipset dan gabriel Salman Lenz. 2006. “Korupsi, Budaya dan Pasar” dalam Lawrence E. 
Harrison dan Samuel P Huntington (ed). Kebangkitan Peran Budaya : Bagaimana Nilai-Nilai 
Membentuk Kemajuan Manusia. Jakarta, LP3ES, h : 176. 
6 IPK adalah indeks gabungan dari 13 survei oleh 10 lembaga independen yang mengukur persepsi 
tingkat korupsi di 180 negara di dunia. 
7http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/18/04263938/indeks.korupsi.indonesia.rawan/27-
06-10 
8 http://korupsi.vivanews.com/news/read/134858-perc__indonesia_paling_korup_di_asia/27-
06-10 
9 Rais, Muhammad Amien. 2008. Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia. 
Yogyakarta , PPSK, h : 180. 
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Pertanyaan tersebut harus dicari jawabannya melalui beberapa tahapan reformasi, 
pertama,  tahap sebelum reformasi dengan melacak kondisi sosial, ekonomi, politik yang 
melatarbelakangi peristiwa munculnya tuntuntan reformasi; Kedua, pelaksanaan reformasi 
oleh aktor pengemban amanah reformasi dan produk yang dihasilkannya; Ketiga, evaluasi 
kritis terhadap produk-produk reformasi.  
Tahap Sebelum Era Reformasi 
Pada masa awal tahun 1998 mulai dirasakan terjadinya krisis finansial Asia yang 
menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia melemah. Melambungnya nilai Dollar 
Amerika terhadap Rupiah ($1 mencapai Rp 17.000), berakibat pada naiknya harga barang-
barang yang sangat memberatkan masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari10. 
Beban berat kehidupan masyarakat tersebut ditambah dengan ketidakpuasan terhadap 
terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk masa jabatan yang ketujuh kali. Dominasi 
partai politik tertentu dan terlalu kuatnya eksekutif yang didukung angkatan bersejata 
menjadi kekuatan sinergis untuk membendung kran demokrasi di Republik ini. Pemasungan 
kebebasan berpendapat dan berbagai pelanggaran HAM, telah menjadi fenomena gunung 
es yang menyimpan bara konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Tingginya kesenjangan 
sosial antara si kaya dan si miskin, konflik terpendam antar etnis dan antar agama telah 
menjadi bom waktu yang setiap saat dapat meledak. Kegagalan pemerintahan Sooeharto 
dalam mengawal keamanan perekonomian nasional menjadi pemicu ketidakpuasan dan 
kemarahan masyarakat terhadap pemerintah.  
Pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto untuk masa jabatan ketujuh kalinya 
merupakan  target utama untuk diruntuhkan atau dilengserkan, alhasil tidak sepi dari  aksi 
protes, demonstrasi, dan gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai komponen 
masyarakat terutama mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia11. Gerakan sosial yang 
dimotori mahasiswa tersebut lahir salah satunya diakibatan oleh ketidakpuasan terhadap 
keadaan politik yang stagnan dan dirasa memasung kebebasan, di mana pada mulanya 
embrio gerakan ini hanya dimulai dari sekelompok orang yang saling berbagi duka dan 
mengeluh, kemudian membesar dan semakin terorganisir12. Hal senada disampaikan 
                                                            
10 http://wikipedia. 
11 Nordholt, Henk Shculte & Irwan Abdullah. 2002. INDONESIA : In Search of Transition. 
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h : 3. 
12 Horton, Paul B & Chester L. Hunt. 2004. Sosiologi edisi keenam (terjemah Aminudin Ram 
& Tita Sobari). Jakarta, Erlangga, h : 195. Bentuk aksi protes, gerakan sosial, dan organisasi politik 
yang seringkali bergandengan tangan dengan partai politik tertentu menjadi komponen permanen dari 
demokrasi Barat, yang acapkali juga diterapkan di negara-negara Dunia Ketiga, Lihat Donatella Della 
Porta and Mario Diani. 2004. Social Movements : An Introduction. Malden, Oxford, Victoria : Blackwell 
Publishing, h : 1. 
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Gusfield bahwa kepentingan-kepentingan yang dikemas dalam suatu gerakan sosial 
didasarkan pada perhatian untuk mereformasi dan menentang mobilisasi partisan dalam 
suatu upaya terorganisir untuk mengubah struktur institusional dan politik masyarakat.13 
Takashi Shiraisi juga (1997)juga melihat gerakan sosial sebagai alat ekspresi politik rakyat 
untuk menyampaikan apa yang benar-benar hendak mereka sampaikan kepada Negara. 
Gerakan sosial yang menyuarakan ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan dari 
berbagai komponen bangsa ini dituangkan dalam sebuah tuntutan yang dikemas dalam 
seruan agar segera dilakukan reformasi politik. Tuntutan reformasi yang disuarakan secara 
terorganisir oleh komponen mahasiswa yang didukung kalangan akademisi dan komponen 
lainnya  tidak hanya dilakukan di jalanan, namun secara resmi juga mengutus perwakilannya  
ke gedung DPR/MPR. Tidak diindahkannya tuntutan mengakibatkan gelombang protes terus 
berlangsung, korban jiwa dari mahasiswa pun berjatuhan di berbagai kota. Kerusuhan 13 
Mei di Jakarta dan Solo merupakan puncak dari rangkaian konflik terpendam di antara 
berbagai komponen masyarakat. Kondisi tersebut semakin memperkuat tekanan dari dalam 
dan luar negeri terhadap pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998 euphoria 
massa meledak ketika Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Sesaat setelah 
pengunduran diri tersebut Wakil Presiden BJ Habibie dilantik menjadi presiden baru 
Indonesia. Proses transisi kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden BJ 
Habibie waktu itu sempat menimbulkan perdebatan, namun Yusril Ihza Mahendra adalah 
satu yang pertama menyatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan 
konstitusional.14  Para pihak yang beranggapan bahwa pengangkatan Habibie tidak sah, 
kemudian menuntut agar segera dicabut beberapa TAP MPR yang berkaitan dengan 
suksesi kepemimpinan, yaitu : 
Pertama, TAP MPR RI No. IV/MPR/1998 Tentang Pengangkatan Presiden;Kedua TAP MPR 
V/MPR/1998 Tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden atau 
Mandataris MPR dalam rangka pensuksesan dan pengamanan pembangunan Nasional 
sebagai pengamalan Pancasila; Ketiga, TAP MPR No. II /MPR/1998 tentang GBHN dan 
segera menetapkan GBHN Reformasi yang lebih sesuai dengan kondisi bangsa dan negara 
menuju Reformasi.15
 Konsekuensi pemenuhan tuntutan tersebut, Habibie diposisikan sebagai pemimpin transisi 
sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden. Pada hari berikutnya Habibie 
                                                            
13 Gusfield, Joseph R. 1994. “ The Reflexivity of Social Movements : Collective Behavior and 
mass Society Theory Revisited” in Enrique Larana, Hank Johnston, and Joseph R. Gusfield. New 
Social Movements : From Ideology to Identity.Philadelphia : Temple University Press, h : 59. 
14 http://wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1998-sekarang)/27-06-10 
15 Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2002. Kerangka dan Sistematika Studi Kritis Atas 
Kebijakan Reformasi (1998-2002).pdf files/27-06-10 
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mengumumkan susunan “Kabinet Reformasi”, dan sejak saat itu  dapat dikatakan bahwa era 
Reformasi telah dimulai.  
 
 
Tahap Pelaksanaan Reformasi 
A. Masa Kepemimpinan Habibie 
Masa pemerintahan Presiden Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan 
Dana Moneter Internasional untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Keterpurukan 
ekonomi rakyat, membutuhkan penanganan yang bersifat cepat dan tepat, dan ini tentunya 
merupakan pekerjaan berat bagi Kabinet Reformasi. Warisan pemerintahan terdahulu 
sebagai peletak dasar perekonomian nasional, tentunya tidak dapat dihapus begitu saja 
dengan adanya pergantian pemimpin. Masih segar dalam ingatan kita, di masa Orde Baru 
ekonomi Indonesia berkiblat penuh pada kapitalisme Barat, yang diusung oleh mafia 
Berkerly. Dengan demikian, Indonesia telah mengikuti resep-resep Washington jauh 
sebelum Konsensus Washington dijadikan referensi globalisasi ekonomi.16 Habibie yang 
ditengarai sebagai  “orang dekat” Soeharto, dengan didukung oleh orang-orang yang 
dulunya juga mengabdi pada Orde Baru, tentu seringkali dicurigai sebagai penerus rezim 
terdahulu, meskipun klaim yang ditempelkan di gerbong kabinetnya adalah “Reformasi”.  
Masa pemerintahan Habibie yang singkat ternyata menghasilkan 66 buah Undang-
Undang, tentunya ini tidak terlepas dari semangat euphoria dari penyelenggara 
pemerintahan. Salah satu produk perundang-undangan di era Habibie yang menegaskan 
arah perekonomian negara kita, adalah diundangkannya Perubahan terhadap UU No. 7 
Tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Jiwa liberalisasi di sektor 
keuangan dan perbankan kita dinilai lebih liberal dibandingkan dengan Amerika Serikat, 
Australia, Kanada, dan Singapura. Hal ini secara eksplisit dapat dibaca dalam Pasal 22 ayat 
(1) huruf b yang memberi kebebasan bagi WNA atau badan hukum asing untuk mendirikan 
Bank Umum dengan WNI/Badan Hukum Indonesia. Selain itu WNA atau Badan hukum 
asing juga dapat membeli saham Bank Umum secara langsung dan atau melalui bursa efek. 
Berdasarkan peraturan tersebut pihak asing dapat memliliki sampai dengan 99% saham 
Bank di Indonesia. Tentunya prosentase tersebut lebih tinggi dari komitmen WTO yang 
                                                            
16 Rais, Muhammad Amien. Op.cit., h : 185. 
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sebesar 51%17. Harapan besar rakyat  agar segera  terjadi perubahan yang lebih baik dalam 
kehidupan ekonomi  di tahun pertama reformasi, tentunya tidak mudah untuk digapai.  
Namun harapan rakyat untuk segera membatasi jabatan Presiden dan Wakil 
Presiden dapat terwujud dalam masa pemerintahan Habibie melalui amandemen pertama 
terhadap UUD 1945, yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 19 Oktober 1999. Selama ini 
penyebab  keterpurukan kehidupan demokrasi kita, di antaranya ditengarai karena pucuk 
pimpinan pemerintahan yang berkuasa terlalu lama. Maka tak berlebihan kiranya jika pada 
saat itu rakyat menuntut adanya perubahan terhadap UUD 1945 yang mengatur mengenai 
hal tersebut.  Pasal yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden menjadi sasaran pertama 
untuk segera diamandemen, yaitu pasal 7 UUD 1945 yang memberikan ruang untuk 
timbulnya multitafsir18. Dengan dilakukannya amandemen pertama maka pasal 7 UUD 1945 
membatasi bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh dipilih dua kali masa jabatan 
saja. 
B. Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid 
Ditandai oleh beragam konflik, di antaranya konflik antara Pemerintah dengan DPR, 
mulai dari pemberhentian beberapa menteri Kabinet Persatuan dari Partai Golkar dan PDIP, 
pengangkatan Ketua Mahkamah Agung, Pengangkatan Kapolri yang berpuncak pada 
dugaan keterlibatan Presiden dalam kasus Buloggate dan Bruneigate.19 Pemerintahan 
Abdurrahman Wahid berakhir melalui Sidang Istimewa pada tanggal 21 Juli 2001, yang 
disusul dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 22 Juli 2001. Isi Dekrit tersebut, pertama 
pembubaran DPR/MPR, kedua pembekuan Partai Golkar dan Ketiga percepatan Pemilu.  
                                                            
17 Rais, MA. Ibid., h : 186. 
18Lihat  Pasal  7 UUD  1945  sebelum  diamandemen:  Presiden  dan Wakil  Presiden memegang masa 
jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali;  Berdasarkan bunyi pasal 7 inilah dapat 
ditafsirkan bahwa seseorang dapat saja menjadi Presiden hingga berkali‐kali seperti halnya yang terjadi di era 
Orde  Baru  di  mana  mantan  Presiden  Soeharto  dapat  menjabat  hingga  6  kali  masa  jabatan.  Amandemen 
Pertama terhadap Pasal 7 UUD 1945 :Presiden dan Wakil Presiden memegang masa  jabatannya selama  lima 
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan; 
Amandemen Ketiga Pasal 7A: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya 
oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila  terbukti  telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan  terhadap negara,  korupsi, penyuapan,  tindak pidana 
berat  lainnya, atau perbuatan  tercela maupun apabila  terbukti  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden.  
  
19 Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2002. Kerangka dan Sistematika Studi Kritis Atas 
Kebijakan Reformasi (1998-2002).pdf files/27-06-10 
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Karena presiden dinilai telah melampaui batas kewenangannya maka MA mengeluarkan 
fatwa untuk menolak Dekrit tersebut20.   
C. Masa Kepemimpinan Megawati 
Megawati diangkat sebagai Presiden 23 Juli 2001, melalui program kerjanya ia 
menjanjikan akan menjalankan pemerintahan dengan membangun kondisi dalam negeri 
yang kondusif dengan dukungan parlemen, TNI, Polri dan masyarakat, serta menjalankan 
pembangunan ekonomi kerakyatan dan memperkuat integritas bangsa.21 Agenda reformasi 
salah satunya mengamanatkan penuntasan tragedi Mei, namun temuan Tim Gabungan 
Pencari Fakta (TPGF) kurang ditindaklanjuti. Megawati juga masih ragu dalam menyikapi 
gerakan pemberdayaan masyarakat sipil, terbukti ia masih enggan untuk melepaskan militer 
dari dunia politik.22  
Di dalam pembangunan perekonomian nasional, Megawati menerbitkan UU No. 19 
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Privatisasi BUMN merupakan salah satu 
komponen agenda neoliberal dalam globalisasi ekonomi yang terangkum dalam Konsensus 
Washington, komponen lain adalah stabilisasi ekonomi makro, liberalisasi investasi dan 
perdagangan serta liberalisasi sektor keuangan dan perbankan23. Manakala pelaksanaan 
privatisasi dilakukan atas dasar yang benar sebagai negara berdaulat dan untuk 
kemakmuran rakyat, maka tidaklah menjadi soal. Namun pemimpin negeri ini sejak masa 
Soeharto, menempatkan privatisasi sebagai kultus globalisasi yang merusak kekuatan 
ekonomi negara dan lebih menguntungkan investor serta pelaku asing,24 yang berarti 
semakin menjauhkan pencapaian kesejahteraan rakyat.   
Peningkatan kesejahteraan rakyat setidaknya dapat diukur dari penurunan tingkat 
kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan meningkatnya pendapatan perkapita 
rakyat.25 Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, prakondisi berupa infrastruktur 
dasar  dan modal manusia (kesehatan dan pendidikan) mutlak harus disiapkan. Tanpa 
terpenuhinya prakondisi tersebut, maka pasar global akan menggilas, memiskinkan, dan 
                                                            
20 Ibid 
21Ibid 
22 Ibid 
23 Rais, MA.Op.cit, h : 187. 
24 Rais, MA. Ibid, h : 188. 
25 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com content&task=view&id=4044&Itemid=29/26-
06-10 
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semakin menambah penderitaan kelompok miskin.26 Tampaknya pemerintah kita tidak siap 
dengan prakondisi tersebut, akibatnya sebagai bangsa kita telah kehilangan kemandirian, 
dan bahkan kehilangan kedaulatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi yang digadaikan pada 
kekuatan asing pada akhirnya melemahkan kedaulatan politik, diplomatik,  pertahanan dan 
militer.27  
D. Masa Kepemimpinan Yudhoyono 
Kepemimpinan Yudoyono menandai era baru demokrasi di Indonesia, di mana ia 
bersama Yusuf Kalla terpilih melalui Pemilu langsung. Harapan besar agar pemimpin baru 
dapat menuntaskan permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. 
Serta dapat membangkitkan kemandirian dan kepercayaan diri di bidang kedaulatan 
ekonomi, politik, diplomatik, hukum dan pertahanan keamanan di tengah arus globalisasi.28 
Namun pemimpin hasil Pemilu langsung itupun juga tidak dapat serta merta membalikkan 
keadaan sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan ekonomi politik kita masih bergerak 
dalam jalur yang sama dengan pendahulunya. Penguasaan asing merambah dalam 
berbagai bidang kehidupan, termasuk perbankan, telekomunikasi, industri otomotif, 
termasuk juga pertambangan dan perairan nasional. Berbagai kemudahan dan fasilitas 
diberikan kepada penanam modal, dan mengabaikan rakyat.  
Inilah neoliberalisme yang mengorganisir tatanan masyarakat menurut prinsip pasar 
bebas.29 Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, merobohkan 
hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa 
mendapatkan keuntungan dan meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat melaui 
peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.30 Padahal jika kita tengok ke 
dalam pasal 33 UUD 1945, maka jelaslah sudah bahwa kita terlalu jauh meninggalkan asas-
asas perekonomian yang telah termaktub di dalamnya. Apalagi dalam pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945 jelas-jelas dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Maka rakyat manakah yang telah disejahterakan? 
Evaluasi Kritis terhadap Produk Reformasi 
                                                            
26 Sachs, Jeffrey D. Op.cit, h : 3. 
27 Rais, Mohammad Amien. 2008. Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan 
Indonesia.Yogyakarta, PPSK Press, h : 2. 
28 Rais, Op.cit, h : 192. 
29 Priyono, B. Herry. 2006. Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan” disampaikan dalam acara Pidato 
Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail marzuki, Jakarta, 10 November 2006, h :6. 
30 http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme/26‐06‐10 
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Reformasi 1998 salah satu agendanya adalah mengamanatkan dilakukannya 
perubahan atas UUD 1945. Tujuannya adalah menyempurnakan aturan dasar seperti 
tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, 
eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan 
perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.31 Disepakati bahwa perubahan UUD 1945  
tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, dan tetap mempertahankan susunan kenegaraan 
kesatuan atau dikenal dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta 
mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.32 Amandemen terhadap pasal-pasal UUD 
1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan wewenang dari lembaga tertinggi 
negara dan  lembaga tinggi negara.  
Misalnya dapat dikemukakan sebagai contoh implikasi amandemen terhadap 
kedudukan, tugas dan wewenang MPR pasca amandemen terkebiri sehingga kegiatan MPR 
sekarang sebagaimana dituangkan dalam pasal 3 UUD 1945 (hasil amandemen ketiga) 
adalah mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden 
berdasarkan hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan 
(Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya. Dan beberapa tugas lain sebagaimana terdapat dalam pasal 7 B UUD 1945, 
MPR melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.  
Di samping itu MPR mempunyai tugas memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan 
Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, dan 
memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam 
masa jabatannya.  
Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan kita, 
merupakan hasil amandemen ketiga terhadap UUD 1945. Lembaga ini hadir untuk 
mengakomodasi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional 
setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota 
MPR.  Hakekat keberadaan DPD menurut Jimly Asshiddiqie pada mulanya ditujukan untuk 
mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas 
DPR dan DPD33. Dengan struktur bikameral diharapkan proses legislasi dapat dilakukan 
berdasarkan sistem double check yang memungkinkan keterwakilan kepentingan seluruh 
                                                            
31 http://www.mpr.go.id/index.phm?m=berita&s=detail&id_berita=906/27‐06‐10 
32 Lihat Risalah Sidang MPR dalam amandemen pertama UUD 1945 
33 Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta 
: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, h : 139.  
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rakyat dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas34.  Ide dasar DPD 
mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional, sedangkan DPR sebagai 
representasi politik. Namun struktur parlemen dua kamar ini tidak disetujui, alhasil DPD saat 
ini tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. Dalam bidang legislasi, 
kewenangan DPD tidak lebih hanya bersifat sebagai penunjang fungsi DPR.35  Dalam 
bidang legislasi Dewan Perwakilan Daerah  tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan 
atau sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan. Tentu hal ini patut 
disayangkan, karena perjuangan seseorang untuk menjadi anggota DPD lebih berat 
daripada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR. Dengan demikian, kualitas 
legitimasi anggota DPD tidak sepadan dengan kualitas kewenangannya sebagai wakil 
rakyat daerah. Kemandulan DPD di bidang legislasi ini tentu berdampak pada 
keterbatasannya dalam menyalurkan aspirasi atau kebutuhan rakyat pemilih di daerahnya 
melalui produk perundang-undangan.  
Akan lebih bermakna kiranya jika kedudukan DPD bagi para pemilihnya, bilamana 
mereka difungsikan secara sejajar dengan DPR dalam hal legislasi. Tentunya untuk dapat 
menempati posisi yang sejajar dengan DPR dalam bidang legislasi ini, diperlukan 
amandemen kelima terhadap UUD 1945. Di mana dalam amandemen kelima ini, diharapkan 
ide bikameralisasi atau struktur parlemen dua kamar yang sebenar-benarnya dapat 
dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945.  
Penutup 
Akhir kata tidaklah berlebihan kiranya jika para pengamat menilai bahwa produk 
turunan dari amandemen terhadap UUD 1945 seringkali justru kontraproduktif bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekacauan dalam sistem ketatanegaraan, dan 
melencengnya sendi perekonomian nasional sedikit banyak juga diakibatkan oleh 
amandemen UUD 1945 yang tidak sistemik dan hanya bersifat parsial.36 Menyikapi kondisi 
ini tentunya diperlukan penataan ulang dan “pengembalian ke rel yang benar”  dari produk 
turunan hasil dari amandemen UUD 1945. Dan terlebih penting lagi menegakkan jiwa 
reformasi agar tetap sejalan dengan tujuan didirikannya Republik ini sebagaimana 
tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. Mari kita laksanakan 
pembangunan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan menegakkan kedaulatan 
ekonomi agar kedaulatan kita yang lain tidak terjajah oleh pihak manapun. 
                                                            
34 Ibid 
35 Ibid 
36 http://www.antaranews.com/print/1268313707/26‐06‐10 
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